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BAB III 

   PENUTUP 

 

 

A.  Kesimpulan 

      Dari pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana penulis 

uraikan dalam pembahasan maka penulis mengambil kesimpulan 

sebagai jawaban dari rumusan masalah yaitu : 

1. Bentuk Pertanggungjawaban bagi anggota TNI yang melakukan 

Insubordinasi adalah meliputi: 

a. Pertanggungjawaban Menurut Hukum Displin Militer 

berupa penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari  

atau penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.  

b. Pertanggungjawaban pidana yang diproses melalui Peradilan 

Militer berupa pidana penjara. 

2.  Akibat Insubordinasi Bagi Institusi Militer adalah dapat merusak 

displin militer, merusak pula pembinaan kesatuan, dan merusak 

kewibawaan pimpinan. 
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B.  Saran 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan di 

atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk mencegah terjadinya tindakkan Insubordinasi, atasan yang 

memberikan perintah harus diyakini bahwa perintah tersebut ada 

dasarnya dan berkaitan dengan kedinasan. 

2. Terhadap penerapan hukum terhadap anggota TNI dapat dilakukan 

pemahaman prinsip dan kesatuan komando harus tidak berhenti 

dan terus ditingkatkan. 
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